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ABSTRAK 
 
 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Bahwa dijelaskan 
bantuan Program Keluarga Harapan hanya dapat diberikan kepada 
masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Namun pada kenyataanya 
bantuan Program Keluarga Harapan juga diberikan kepada masyarakat 
yang mampu atau kaya. Dan juga dana bantuan PKH tersebut oleh 
masyarakat dislahgunakan. Oleh sebab itu, hal tersebut tidak sesuai 
dengan tujuan PKH. Sedangkan dalam Ekonomi Islam menghendaki 
agar suatu barang dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang 
berhak menerimanya. Apabila terjadi ketidakadilan dan 
ketdakmerataan distribusi kekayaan, maka akan timbuk konflik antara 
masyarakat dan akan menimbulkan kecemburuan sosial antar 
masyarakat tersebut. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang 
Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 
bagaimana distribusi dana menurut pandangan hukum Islam tentang 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan 
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi dana Program Keluarga 
Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana sistem distribusi dana 
menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati 
Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
 Penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research) yaitu metode penelitian yang merupakan salah satu metode 
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penulis menggunakan metode random sampling, yakni 10% dari objek 
penelitian atau populasi. Metode pengumpulan data primer melalui 
wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa distribusi 
dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadi di Desa Karang 
Anyar  distribusinya tidak tepat sasaran dikarenakan data PKH 
ii 
menggunakan data yang lama. Ditinjau dari Hukum Islam bahwa 
distribusi dana PKH tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam 
distribusi Islam  karena masih adanya masyarakat yang tergolong 
mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut. Distribusi dana PKH 
penyaluran dananya melalui rekening peserta Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM), besar bantuan yang diberikan komponen PKH 
berbeda-beda. Bantuan dana PKH disalurkan dalam 1 tahun dalam 3 
bulan atau 4 bulan, penyaluran bantuan PKH tersebut hanya diberikan 
kepada masyarakat miskin saja. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 
11 Tahun 2018 tentang penyaluran bantuan PKH, dimana masih 
adanya masyarakat yang tergolong mampu juga mendapatkan bantuan 
tersebut, berarti penyaluran bantuan PKH tersebut tidak sesuai dengan 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
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A. Penegasan Judul 
   Penegasan judul adalah langkah awal untuk membuat 
atau memulai menulis skripsi ini, penulis berupaya agar skripsi 
ini dapat digunakan tepat dan tersampaikan kepada khalayak 
ramai. Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Tentang Distribusi Dana Program Keluarga Harapan 
(PKH)” (Studi Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan). Terlebih dahulu penulis akan 
menjelaskan definisi terkait dengan judul antara lain : 
1. Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata 




2. Hukum Islam adalah hukum yang mengenai norma-norma 
agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.
2
 Hukum 
Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. 
3. Distribusi merupakan penyaluran dari harta yang ada baik 
yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak 
yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.
3
  
4. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program 
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau 
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data 
terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat 
                                                          
1
Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 189. 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 67. 
3
Rozalinda, Ekonomi Islam “Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas 




Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 
sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
4
 
  Berdasasrkan pengertian komponen kata-kata dalam 
judul skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari 
judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang  
Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH). 
 
B. Alasan Memilih Judul 
  Adapun alasan penulis dalam memilih judul ini antara 
lain : 
1. Alasan Obyektif 
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program 
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau 
seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data 
terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat 
Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 
sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga 
Harapan bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga 
penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, 
kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 
2. Alasan Subjektif  
Ditinjau dari segi bahasa judul skripsi ini sesuai dengan di 
siplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara berkembang dan berada di 
peringkat ke 4 negara yang berkependudukan terbanyak di dunia. 
Lagi-lagi Indonesia mengalami masalah krisis ekonomi yang 
menyebabkan keluarga miskin. Penyebab terjadinya keluarga 
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Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 




miskin, terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga 
miskin antara lain : rendahnya pendidikan, rendahnya 
keterampilan mereka, rendahnya motivasi hidup mereka, 




Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi 
pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi 
dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat 
kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis 




Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka 
pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya 
adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga 
Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial 
bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang 
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 
diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
7
  
Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan 
meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui 
akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dan 
mengurangi beban pengeluaran dan kemandirian keluarga 
penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan 
pendidikan serta kesejahteraan sosial.
8
 Sasaran PKH merupakan 
keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar 
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki 
                                                          
5
Oos M. Anvas, Pemberdayaan Masyarakat (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 
84. 
6Hermanita, Perekonomian Indonesia (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 
h.105. 
7
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Program Keluarga Harapan, Pasal 1 (ayat 1). 
8
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komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
9
 
Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai 3 komponen, 








1. Ibu Hamil / Nifas 
2. Anak Usia 0-6 tahun 
 
Pendidikan 
1. SD / Sederajat 
2. SMP / Sederajat 
3. SMA / Sederajat 
Kesejahteraan 
Sosial (Kesos) 
1. Lanjut Usia 60 Tahun Keatas 
2. Disabilitas Berat 
  Sumber: Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 
tentang PKH 
 
   Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa calon 
peserta PKH harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh 
Peraturan Menteri Sosial. Dengan menggunakan data masyarakat 
miskin dari hasil pendataan rumah tangga miskin yang dilakukan 
oleh BPS (Badan Pusat Statistik), kemudian data tersebut diolah 
dan diseleksi oleh pusat guna memperoleh calon peserta PKH. 
Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau 
jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan 
di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi 
tersebut pada dasarnya menciptakan faedah waktu, tempat dan 
                                                          
9
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 




pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, 
terdapar dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu 
lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi dan aktivitas 
yang menyalurkan arus fisik barang. 
Konsep Ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, 
keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Adapun 
pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai 
pemegang amanah memikul tanggug jawab atas segala putusan-
putusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam tampaknya masih 
terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai 
disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ekonomi Islam 
yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung 
kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat hidupnya dalam 
menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi kepada 
masyarakat. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata 
dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegomonistik, juga dapat 
membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil 
dan merata pada setiap tingkatan.
10
 
Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang 
didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. 
Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, 
suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak 
menerima itu. Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam 
distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun 
antara individu masyarakat dan kelompoknya, di samping 
pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang diatur 
dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta 
pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan dan ini 
tidak dikenal dalam ekonomi konvensional.
11
 
                                                          
10
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  Menolong orang miskin akan mudah memperoleh rezki 
dari pertolongan Allah, serta akan mudah mendapatkan barokah 
doa mereka. Dengan menolong orang-orang miskin dan lemah 
kita akan memperoleh rezeki dan pertolongan dari Allah SWT. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 83 
yang berbunyi : 
                         
                       
                   
      
Artinya : Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari 
Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan 
berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan 
orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada 
manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Tetapi 
kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil 
saja dari kamu dan kamu harus (masih menjadi) pembengkang. 
(Q.S. Al-Baqarah: 83) 
 
Ayat di atas menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam 
harus berbuat baik dan saling tolong menolong kepada orang tua, 
kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta kita juga 
harus bertutur baik kepada manusia.  
Besar bantuan PKH pada setiap komponen berbeda-beda. 
Besar bantuan untuk setiap KPM peserta PKH mengikuti 







Besar Bantuan Komponen PKH  
 
No Kategori Indeks Bantuan 
1. Ibu Hamil Rp.2.400.00 
2. Anak Usia Dini Rp.2.400.000 
3. SD / Sederajat Rp.900.000 
4. SMP / Sederajat Rp.1.500.000 
5. SMA / Sederajat RP.2.000.000 
6. Disabilitas Berat Rp.2.400.000 
7. Lanjut Usia RP.2.400.000 
 Sumber: PKH Kecamatan Jati Agung 
  
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besar 
bantuan setiap komponen berbeda-beda. Jumlah bantuan di atas 
merupakan jumlah bantuan untuk 1 tahun yang diberikan dalam 3 
bulan sekali atau 4 kali dalam 1 tahun. Bantuan maksimum yang 
diberikan 4 komponen kategori tertinggi atau dengan bantuan 
maksimum pertahap 3 bulan sekali dalam 1 tahun sebesar 
Rp.2.400.000. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah 
pusat. Dana bantuan Non Tunai dibayarkan kepada peserta PKH 
melalui rekening bank pengurus peserta PKH pada Lembaga 
Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH.
12
 
Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi 
adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi 
yang adil di tengah-tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi 
Islam mempunyai makna yang lebih luas mencangkup peraturan 
kepemilikan, unsur-unsur produksi dan pendapatan, baik antara 
unsur-unsur produksi maupun unsur-unsur individu masyarakat 
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serta anggota perserikatan maupun distribusi dalam sistem 
jaminan nasional. 
Konsep Ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, 
keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Adapun 
pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai 
pemegang amanah memikul tanggug jawab atas segala putusan-
putusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam tampaknya masih 
terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai 
disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ekonomi Islam 
yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung 
kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat hidupnya dalam 
menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi kepada 
masyarakat. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata 
dunia baru yang adil dan tidak bersifat hegomonistik, juga dapat 
membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil 
dan merata pada setiap tingkatan 
Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
memiliki kekayaan. Tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja 
memiliki semua yang apa dia suka, dan menggunakan cara apa 
saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah sesuatu hal yang 
penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara 
pendistribusiannya, karena jika pendistribusiannya itu tidak tepat 
maka sebagian kekayaan akan beredar di antara orang-orang kaya 
saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena 
kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak 
sepenuhnya tergantung pada hasil produksi tetapi juga tergantung 
pada distribusi pendapatan yang tepat. Seperti yang 
diumpamakan Afzalur Rahman, jika sesuatu negara mempunyai 
kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan 
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Masalahnya adalah masih adanya masyarakat yang 
mampu mendapatkan bantuan PKH tersebut, sedangkan dalam 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa yang 
berhak menerima bantuan tersebut yaitu Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) atau keluarga yang miskin saja. Seperti kasus di 
Desa Karang Anyar masih adanya keluarga yang mampu 
mendapatkan bantuan tersebut.  
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH di Desa 
Karang Anyar tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan 
pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hanya 
mendapatkan data-data peserta dari atasan yang telah melakukan 
survey sebelumnya. Sehingga pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH) tidak mengetahui tentang ketidaktepat sasaran 
tersebut. Dari ketidaktepatan pendamping Program Keluarga 
Harapan (PKH) menyisir melakukan survey ulang dengan 
memberikan syarat-syarat masyarakat yang mendapatkan bantuan 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar. Syarat 
pertama, termasuk Rumah Tangga Miskin (RTM). Kedua, 
termasuk dalam kompnen kesehatan, pendidikan dan 
kesejahteraan sosial. 
Islam menjelaskan bahwa tidak boleh di antara sesama 
saling memakan harta dengan jalan yang batil dan dalam 
Ekonomi Islam dijelaskan adanya prinsip distribusi yaitu salah 
satunya prinsip pemerataan dan keadilan. Pemerataan dalam 
Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap kehidupan termasuk 
juga dalam aspek ekonomi.
14
 Tujuan terpenting dalam distribusi 
adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan 
menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat sehingga 
kesamaan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, 
karena distribusi yang tidak adil akan berdampak pada 
kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas.
15
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Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 
tertarik untuk  melakukan penelitian terkait Distribusi Dana 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar 
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
 
D. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan 
masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan 
yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka 
penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian ini lebih 
difokuskan pada  distribusi dana pada kriteria Program Keluarga 
Harapan (PKH) dibidang Pendidikan di Desa Karang Anyar 
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.  
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas 
maka peneliti merumuskan permasalahannya antara lain : 
1. Bagaimana distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten 
Lampung Selatan.  
2. Bagaimana  distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) 
menurut Persepektif  Hukum Islam dan Hukum Positif  di 
Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten 
Lampung Selatan. 
  
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan distribusi dana Program Keluarga 
Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati 
Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Untuk menjelaskan distribusi dana Program Keluarga 








1. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah 
wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan 
rujukan bagi penulis berikutnya. 
2. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu 
syarat tugas akhir guna memperoleh S.H. pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. 
 
H. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu menjadi salah satu hal yang sangat 
penting dalam sebuah penelitian. Peneliti bisa melakukan 
penulisan tinjauan pustaka untuk menyusun karya ilmiah guna 
untuk mendapatkan data-data yang relavan dan juga dengan 
tinjauan pustaka dapat membantu peneliti untuk menghindari 
plagiasi. Untuk menghindari hal tersebut maka peneliti 
mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 
yang akan dibahas oleh peneliti.  
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rosidi Azis, dari 
Universitas Nahdatul Ulama Blitar, Berjudul Pelatihan 
Pengolahan Nugget Sayuran Meningkatkan Produktivitas 
Anggota Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Jatinom Blitar. 
Dalam tulisannya membahas tentang pelatihan pengolahan 
nugget sayuran meliputi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, 
pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi. Kegiatan 
program pengabdian bisa meningkatkan kualitas keahlian 
ataupun keterampilan dalam kelompok pendamping anggota 
PKH di Jatinom untuk mengolah produk nugget sayuran sebagai 
makanan fast food yang aman bagi kesehatan, strategi desain 






 Yang membedakan penelitian ini 
dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Rosidi Aziz membahas 
mengenai pelatihan pengelolaan nugget sayuran meningkatkan 
produktivitas anggota pendamping keluarga harapan di desa 
Jatinom Blitar. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 
membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif 
tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang 
Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Cita Fauziatul 
Akmala dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan 
Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten 
Temanggung. Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana 
implementasikan PKH dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi PKH di Kelurahan Kranggan. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Cita Fauziatul Akmala menunjukkan bahwa 
Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan yang telah 
melaksanakan kegiatan yaitu berupa sosialisasi sudah terlaksana 
dengan baik. Pelaksanaan kebijakan yang menyusun anggota 
setiap tingkat kabupaten. Anggara dan peralatan kegiatan PKH 
sudah cukup, sumber anggaran tersebut dari dana APBN dan 
APBD. Dalam penetapan manajemen pelaksana kebijakan adanya 
koordinator yang bertanggung jawab di setiap kecamatan dan 
kabupaten. Jadwal kegiatan PKH sudah ditentukan dari Privinsi 
Jawa Tengah dan harus mengikuti time schedule. Proses validasi 
data sudah dilakukan sesuai prosedur, memberikan pengarahan 
dan sosialisasi awal sudah terlaksana, dalam penyaluran dana 
bantuan sosial terkadang tidak tepat dengan jadwal yang sudah 
ditentukan dan pendamping PKH selalu melakukan pemuktahiran 
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 Yang membedakan penelitian ini 
dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Cita Fauziatul Akmala 
membahas mengenai implementasi PKH di Desa Kranggan. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas 
mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang sistem 
distribusi dana penerima PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan 
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi 
Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat 
Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di kecamatan Gunung 
Sugih Kabupaten Lampung Tengah )” yang ditulis oleh Slamet 
Riyadi Universitas Lampung, mengemukakan bahwa PKH yang 
mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa 
komitmen kehadiran peserta PKH.
18
 Yang membedakan 
penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada penelitian Slamet 
Riyadi membahas mengenai analisis implementasi PKH terhadap 
keluarga sangat miskin. Sedangkan penelitian yang dilakukan 
penulis membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum 
positif tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa 
Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan. 
Keempat, Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan 
Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Gulak-Gulik 
Bandar Lampung” yang ditulis oleh Triwulan Dari Jurusan 
Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini menyoroti tentang hasil 
pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan setelah 
pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dilakukan.
19
 Yang 
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membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada 
penelitian Tri Wulan Dari membahas mengenai evaluasi 
pelaksanaan pelayanan PKH di kelurahan Gulak-Gulik Bandar 
Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 
membahas mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif 
tentang sistem distribusi dana penerima PKH di Desa Karang 
Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
 
I.Metode Penelitian 
    Metode adalah cara tepat untuk melakukan sesuatu 
dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai 
tujuan.
20
 Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis 
mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya 
memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.
21
 Berdasarkan 
tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan maka 
penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Kualitatif studi 
kasus. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan 
memberi sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum 
diketahui dan juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu 
yang baru sedikit diketahui.
22
 Untuk memperoleh data yang 
diperlukan dalam penulisan nantinya dapat mendukung 
kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode antara 
lain : 
1. Jenis Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah 
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 Guna mengumpulkan data dari 
lapangan atau lokasi. Penelitian ini juga menggunakan 
library research sebagai pendukung dalam melakukan 
penelitian dengan menggunakan literatur yang ada di 
perpustakaan yang relavan dengan masalah yang diteliti. 
Dalam penelitian ini penulis penulis melakukan penelitian 
secara langsung di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati 
Agung Kabupaten Lampung Selatan yang dijadikan 
sebagai tempat penelitian. 
b. Sifat Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara 
menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan 
sekarang berdasarkan fakta-fakta.
24
 Penelitian ini 
menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu 
atau kelompok, keadaan, gejala tertentu dalam proses 
penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 
menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahai 
apa yang terjadi di lapangan.  
2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, 
kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik 
tertentu, dan anggota populasi itu disebut dengan elemen 
populasi.
25
 Populasi dalam penelitian ini seluruhnya 
berjumlah 172 peserta PKH yang ada di Desa Karang 
Anyar sejak Tahun 2020.  
b. Sampel  
Sampel adalah wakil yang dipilih untuk mewakili 
populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan 
populasi dan memberikan sumber informasi data-data dari 
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penelitian. Jadi, sampel adalah suatu bagian dari populasi 
yang akan diteliti dan dianggap dapat memberikan 
gambaran populasinya.
26
 Menurut Suharsimi Arikunto, 
apabila populasinya lebih dari 100 orang, maka diambil 
10-15%, apabila populasinya kurang dari 100 orang maka 
dijadikan sampel semua. Karena dalam penelitian ini 
populasinya berjumlah 172, maka sampelnya 172 x 10%, 
sehingga dalam hal ini yang menjadi sampel adalah 17 
orang, yang terdiri atas :  
1. Penerima bantuan PKH pada tahun 2020 
2. Kriteria komponen Pendidikan 
3. Memiliki anak yang masih sekolah 
 Dengan adanya kriteria tersebut, diharapkan dapat 
digunakan oleh peneiti untuk mengetahui distribusi dana 
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Anyar 
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a.  Observasi 
 Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 
yang dilakukan. Metode observasi adalah sebuah metode 
penelitian yang terencana dan dilakukan dengan secara 
sistematis pada keadaan ataupun seluruh fenomena sosial 





Metode wawancara atau interview mencakup cara yang 
dipergunakan jika seseorang mendapatkan keterangan atau 
pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan 
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bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tertentu.
28
 
Metode ini adalah metode pengumpulan data dengan jalan 
tanya jawab antara pencari data dengan informasi atau 
sumber data tanya jawab yang dilakukan secara sistematis 
berdasrkan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua 
orang atau lebih hadir secara fisik pada proses tanya jawab 
dan masing-masing dari pihak dapat menggunakan metode 
ini secara wajar dan lancar.
29
 Interview dilakukan guna 
mendapatkan informasi secara langsung dengan 
mengungkakan pertanyaan-pertanyaanpada para 
responden, yaitu dengan melakukan interview kepada 
pesera PKH di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan. Interview ini digunakan 
untuk mencapai tujuan dan data yang berkaitan dengan 
distribusi dan PKH yang ada di Desa Karang Anyar 
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 
catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkip buku-buu, 
surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat dan agenda-
agenda. Data-data tersebut tidak terbatas pada ruang dan 
waktu.
30
 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-
data untuk melengkapi penelitian ini dengan membaca dan 
mencatat. 
4. Analisis Data 
Metode analisis data adalah sebuah proses mengurutkan data-
data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola 
dan kategori sesuatu uraian data dasar, sehingga dapat 
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a. Penyajian Data 
Penyajian data menjadi tahapan dalam menyusun data 
yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan ataupun 
pengambilan tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian 
ini data yang disajikan adalah jenis data kualitatif dalam 
bentuk deskripsi dan narasi. 
b. Penarikan Kesimpulan 
  Penarikan kesimpulan adalah proses pemaknaan atas apa 
yang dilakukan baik berupa benda, proses, sebab akibat, 
pola keteraturan, penjelasan sebagai kesimpulan dari 
penelitian. 
 
J. Sistematika Pembahasan 
 Untuk meghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk 
menindak lanjuti penulisan sebelumnya, penulis membuat 
sistematika pembahasan yang sederhana, yang di kelompokkan 
menjadi beberapa setiap Bab terdiri dari beberapa sub bab yang 
merupakan eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian ini. 
Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk 
memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa 
data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan yang telah ada, 
agar lebih mendalam dan komprehensip, sehingga nantinya lebih 
mudah dipahami. 
 BAB I, yaitu pendahuluan yang di dalam terangkum seperti 
penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
 BAB II, Menjelaskan tentang landasan teori megenai 
Distribusi dan Program Keluarga Harapan (PKH). 
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 BAB III, Membahas tentang gambaran umum Desa Karang 
Anyar dan gambaran umum pelaksanaan PKH yang ada di Desa 
Karang Anyar. 
 BAB IV, Berisi tentang inti, yaitu analisis data di lapangan 
yang dikaitkan dengan teori. 




































1. Pengertian Distribusi 
   Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris 
distribution yang berarti penyaluran dan pembagian atau 
pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau 
tempat.
32
 Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau 
penyampaian barang atau jasa dari produsem ke konsumen 
dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada 
konsumen dan pemakaiannya mempunyai peran yang sangat 
penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa 
distribsui, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen ke 
konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak 
lancar. Sebagai jembatan antara produsen dan konsume, 
distribusi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam 




    Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi 
menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. 
Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro 
Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidah 
hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga 
aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi 




    Pertumbuhan Ekonomi yang seharusnya memberi 
makna sosial, budaya, dan agama malah akan memperlebar 
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jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggogoti 
nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin 
terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan 
korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah 
melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan 
prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam 
kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk 
berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang 




    Pemerintah dituntut untuk melakukan inter vensi guna 
melakukan terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme 
distribusi dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang 
dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan.
36
 
    Proses distribusi tersebut tersebut pada dasarnya 
menciptakan faedah   (utility)  waktu, tempat, dan 
pengalihan hal milik. Dalam menciptakan ketiga faedah 
tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, 
lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (channel of 
distribution/marketing channel) dan aktivitas yang 
menyalurkan arus fisik barang (phisical distribution).
37
 
    Sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan 
antara kesejahteraan material dengan masalah rohaniah 
banyak membawa masalah-masalah dalam distribusi 
kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. 
Bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara 
mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami 
terpisah dari nilai-nilai adat, moral, spritual, dan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi, 
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sehingga membahas pembangunan ekonomi di Indonesia 
dengan memasukkan nilai-nilai syariah.   
   Distribusi dalam ekonomi Islam dimaknai lebih luas 
yang mencangkup pengaturan kepemilikan unsur-unsur 
produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam 
memperbolehkan kepemilikan umum (public proverty) dan 
kepemilikan pribadi (privat proverty), dan meletakkan pada 
masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, 
menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang 
warisan, hibah dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi 
lebih ditekaknkan pada penyaluran harta kekayaan yang 
diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, 
maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, yang dimaksud 
dengan distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan 
disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang 
meberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat 
maupun negara.
38
 Islam tidak boleh memperbolehkan 
distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti, bunga modal, 




   Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, 
karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam, 
ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 
manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 
untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai Al-Qur’an.
40
 Dengan demikian, sangat jelas bahwa 
ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat 
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   Landasan atau sistem nilai yang membentuk 
kapitalisme adalah sekulerisme dan materialisme, yang mana 
sekularisme berusaha untuk memisakan ilmu pengetahuan dari 
agama bahkan mengabaikan dimensi normatif atau moral 
yang berdampak kepada hilangnya kesakralan koektif yang 
diperankan agama yang dapat digunakan untuk menjamin 
penerimaan keputusan ekonomi sosial.
42
 
   Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang 
dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, 
cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta 
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk 
mencapai tujuan tersebut. 
   Konsep sistem distribusi Islam perlu dilakukan agar 
pola pikir terfokus pada tujuan materialistis kepada tujuan 
kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan 




   Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah 
segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman 
yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material 
juga memiliki dimensi non material (spritual). Dalam ekonomi 
Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spritual ) 
termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar, 
yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan atau 
tauhid (unity), keseimbangan (equlibrium), kehendak bebas 
(three wiill) dan tanggung jawab (responsibility).
44
 
   Pertama, penekanan Islam terhadap kesatuan / tauhid 
(unity) merupakan dimensi vertikal yang menunjukan bahwa 
petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal 
ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena 
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semua manusi dipandang sama dihadapan Allah SWT. 
Manusia juga merdeka karena tidak seorang pun berhak 
memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh 
umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan 
sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. 
   Kedua, kebebasan (free will) yaitu kebebasan yang 
dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-
bebasnya tetapi terkait dengan batasan-batasan yang diberikn 
Allah, kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan 
jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khilafah) 
Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang 
dianugrahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma 
keempat yaitu tanggung jawab (responsibility), sebagai 
komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan 
sesama manusia. 
   Ketiga, dimensi horizontal Islam yaitu keseimbangan 
(equilibrium) yang menuntut terwujudnya keseimbangan 
masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau keseimbangan yang 
merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya 
adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan 
membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan 
membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribus, 
produksi dan konsumsi dan sebagainya. Prinsip ini 
menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial 
yang menghindari perilaku ekstrimitas. 
    Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan 
keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme 
pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada 
sistem pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan 
pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan 
penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyedian 
barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan, distribusi 
pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak 
dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya 




hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, 
dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah 
dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan 
kesejahteraan. 
   Pemerintah berperan aktif dalam sistem distribusi 
ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya 
bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil 
peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya 
bertindak sebagai wasit atas permainan pasarsaja, tetapi akan 
berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain.
45
 
   Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan 
mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi 
aktivitas yang bersifat produktif, berupa berbagi kegiatan 
pengembangan harta dalam akad-akad muamalahm seperti 
membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya 
sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta 
melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi 
peredaran dan pemusatan kekayaan di segelincir golongan, 
larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan 
larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.
46
     
   Pemerintah berperan aktif dalam mekanisme ekonomi, 
yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga 
bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan 
implementasi nilai moral dan moral Islam, kedua, peran yang 
berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar dan 
ketiga peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga 
peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai 
persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya 
sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki 
fungsi religius dan sosial. 
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   Sedangkan mekanisme non ekonomi adalah mekanisme 
yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktifitas melainkan 
melalui aktifitas non produktif, seperti pemberian hibah, 
shadaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non ekonomi 
dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu 
untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan 
sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi 
semata. 
   Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi 
pmasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara 
individu masyarakat dan kelompoknya, di samping 
pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang 
diatur dalam ajaran Islam. Islam menggariskan bahwa dalam 
harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus 
ditunaikan dan ini tidak dikenal dalam ekonomi konvensional, 
sebagaimana firman Allah: 
               
   Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 
orang miskin yang meminta dari orang miskin yang tidak 
meminta”. (Q.S.Az-zariyat:19). 
   Ayat di atas menunjukkan bahwa umat Islam yang 
memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk 
pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta 
itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat Islam yang berharta 
ada kewajiban untuk mendistribusikan harta ini kepada orang 
lain, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam ayat lain, 




                        
                         
      
 
   Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 
yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang 
dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu 
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (QS. Al-Isra: 26-27). 
   
   Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam diperintah 
untuk mendistribusikan sebagian dari harta yang diperoleh 
untuk memenuhi kebutuhan karib kerabat, orang-orang miskin 
dan para musafir, serta dilarang berlaku boros. Menurut 
Suhrawardi K. Lubis, seorang Muslim yang mempunyai harta 
berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya 
kepada masyarakat yang berkekurangan dan untuk 
kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini di dalam 




   Menurut Islam, kaya atau tidaknya seseorang tidak 
semata-mata berasal dari jerih payah dan usahanya dalam 
mencari dan mengumpulkan harta. Allah-lah sesungguhnya 
yang menentukan mereka menjadi kaya atau tidak. Karena itu, 
pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu milik Allah 
yang dititipkan kepadanya. Manusia bukanlah pemilik mutlak 
harta tersebut sehingga tidak bisa menggunakan seenaknya 
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sendiri. Karena sifatnya titipan, maka ada aturan-aturan yang 
harus diikuti yang dibuat oleh penitipnya, yakni Allah. 
Adanya perbedaan antara kaya dan miskin itu dimaksudkan 
agar terjadi sinergitas di antara mereka karena saling 
membantu dan membutuhkan. Allah berfirman : 
 
                          
                      
                    
   Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu ? kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan mereka, dan kami telah 
meninggalkan sebagian mereka dapat menggunakan sebagian 
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zakhraf: 32). 
 
2. Tujuan Distribusi 
 Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga 
mempunyai tujuan. Di antara tujuan distribusi antara lain : 
a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 
Kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pada 
oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan 
primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi 
kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusha 
untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan 




dan tidak berkelebihan. Mereka jga harus mendistribusikan 
barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.
48
 
b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam 
masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang 
mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan 
adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan 
sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. 
Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan 
jumlah harta antar-individu dalam masyarakat. Karena itu, 
ada yang kaya dan ada pula yang miskin, tetapi jurang 
pembeda di antara mereka tidak boleh terlalu lebar sehingga 
mengakibatkan disintegrasi sosial. 
49
 Allah berfirman :  
                    
                            
                      
                     
 Artinya : “Harta rampasan fa‟i yang diberikan Allah 
kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa 
negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak 
yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang 
dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di 
antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang 
dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukum-Nya”. 
(Q.S Al-Hasyr : 7) 
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c. Untuk mensucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran 
lahir ataupun batin. Kotoran ini dapat berupa sifat kikir, 
tamak, rakus, boroe, dan sebagainya. Orang yang mampu 
mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat 
negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar 
sesama manusia, jiwa dan harta orang yang melakukan derma 




d. Untuk membangun generasi yang unggul generasi yang 
unggul karena generasi muda merupakan penerus dalam 
sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang 
mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul. 
Islam mengajarkan agar umatnya meninggalkan generasi 
yang kuat dari segi fisik, cerdas dari segi otak, profesional 
dari segi kerja dan karya serta unggul dari segi ilmu. 
e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spritual dan 
ekonomi. Dari segi spritual, akan bertambah nilai keberkahan 
harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta 
kekayaan, maka akan mendorong terciptnya produktifitas dan 
daya beli dalam masyarakat akan meningkat. 
f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial di kalangan 
masyarakat. Tujuan distribusi adalah terpenuhinya kebutuhan 
orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta solidaritas 
di dalam masyarakat Muslim, terbentuknya ikatan kasih 
sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, 
terkikisnya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang 
dapat berdampak pada terealisasinya keamanan dan 
ketentraman masyarakat, serta terciptanya keadilan dalam 
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3. Kriteria Distribusi 
Adapun kriteria-kriteria yang mendukung terwujudnya 
distribusi dalam aktivitas ekonomi sebuah negara. Kriteria-
kriteria yang mendukung terwujudnya distribusi tersebut 
(sebagaimana yang dikemukakan oleh Anas Zarga) meliputi :
52
 
a. Pertukaran, kriteria ini lebih mengacu pada konsep dimana 
orang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk 
didistribusikan kepada orang lain. Sehingga implikasi yang 
mengemuka kemudian ialah adanya fondasi yang solid dalam 
menunjang terbentuknya kemanusian yang adil. 
b. Kekuasaan atau negara dengan lebih merujuk pada prinsip ini,  
bagaimana peran kekuasaan atau negara turut mewarnai 
pendistribusian “kekayaan negara” secara lebih “merata”. 
c. Kebutuhan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini, lebih 
pada nilai “keadilan” dimana pendistribusian tersebut haruslah 
disesuaikan dengan “tingkat” kebutuhan masing-masing 
individu. 
4. Prinsip-Prinsip Distribusi  
    Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari proses 
distribusi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi 
antara lain : 
a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan 
    Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam 
setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. 
Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. 
Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang 
menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya 
walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan 
riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan 
untuk memenuhi batas minimal pembatasan riil, yaitu had al-
kifayah bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada 
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terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi 
selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya had al-
kifayah. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran 
kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.
53
 
  Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi 
mengandung maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh 
dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus 
menyebar kepada seluruh masyarakat. Islam menginginkan 
persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas 
dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Kedua, 
 hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan 
nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak 
mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampui 




b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang 
    Konsep persaudaran (ukhuwah) dalam Islam 
menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam 
masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan 
sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati 




  Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat 
persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang 
mendapatkan hambatan dan rintangan sehingga mereka dapat 
saja terpecah belah dan saling bermusuhan. Allah memerintah 
agar umat Islam senantiasa berpegang teguh dengan tali 
agama Allah dan tidak bercerai-cerai, sebagaimana firman-
Nya : 
                                                          
53








                          
                        
                          
                 
  Artinya : “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya 
pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai, 
dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 
(masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan 
hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi 
bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 
Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar 
kamu mendapat petunjuk”. (Q.S 3/Al-Imran : 103). 
 
  Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut tidak 
berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas 
ekonomi dengan non-Muslim. Islam memperbolehkan 
umatnya bertransaksi dengan siapa pun asalkan sejalan 
dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan 
agama, ras, dan bangsa. Islam menganjurkan persaudaraan 
dan kasih sayang dalam distribusi agar supaya umat Islam 
menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan 
sebagainya. 
c. Prinsip Solidaritas Sosial 
   Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip 
pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau 








  Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam 
mengandung beberapa elemen dasar. Pertama, sumber daya 
alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah. Kedua, 
adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-
orang kaya. Ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya 
beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Keenpat, Adanya 
perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang lain. Kelima, 
Umat Islam yang tidak punya kekayaan dapat 
menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial. Keenam, 
Larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya). 
57
 
d. Prinsip Larangan Riba dan Gharar 
   Pelarangan riba merupakan permasalahan penting 
dalam ekonomi Islam, terutama dikarenakan riba secara jelas 
dilarang dalam Al-Qur’an (riba an-nasi‟ah).
58
 Sebagaimana 
telah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi : 
                          
                  
          
   Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus 
kepada agama Allah (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 
pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui. 
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B. Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH 
 Program Keluarga Harapan adalah program pemberian 
bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang 
miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 
penangan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi 
Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga 
penerima manfaat PKH. Bantuan sosial adalah bantuan berupa 
uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan atau seseorang 
miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.
59
 
 Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian 
bantuan berupa uang kepada keluarga dan atau seseorang 
miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial 
berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan 
PKH.
60
 Bank penyalur adalah bank umum milik negara 
sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama 
pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja 
bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan 
sosial PKH. 
2. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan 
(PKH) 
 Hak Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH) antara lain :
61
 
a. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 
b. Pendampingan PKH. 
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan 
kesejahteraan sosial. 
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d. Program bantuan Komplementer di bidang kesehatan, 
pendidikan, subsidi, subsidi energi, ekonomi, perumahan 
dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 




a. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 
kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu 
hamil / menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 
6 (enam) tahun. 
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 
paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari 
belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 
(dua belas) tahun. 
c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai 
dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki 
komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun 
dan / penyandang  distabilitas berat. 
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 
Tujuan Program Keluarga Harapan antara lain :
63
 
a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima 
Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan 
kesejahteraan sosial. 
b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan 
pendapatan keluarga miskin dan rentan. 
c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian 
Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan 
kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. 
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4. Kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) 




a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 meliputi : 
a). Ibu hamil atau menyusui. 
b). Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. 
b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 meliputi :  
a). Anak sekolah dasar atau madrasah atau sederajat. 
b). Anak sekolah menengah pertama atau madrasah atau 
sederajat. 
c). Anak sekolah menengah atas atau madrasah aliyah atau 
sederajat. 
d). Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) 
tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 
(dua belas) tahun. 
  d. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 meliputi :  
a). Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. 
b). Penyandang disabilitas diutamakan penyandang 
distabilitas berat. 
   Kriteria-kriteria miskin menurut standar Badan Pusat 
Statistik (BPS) yaitu antara lain :
65
 
a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m 
per orang. 
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b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu atau 
rumbia (kayu). 
c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia 
berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 
d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau 
bersama-sama dengan rumah tangga lain. 
e. Sumber penerangan rumah tangga tidak 
menggunakan listrik. 
f. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air 
tidak terlindung atau sungai atau air hujan. 
g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 
bakar atau arang atau minyak tanah. 
h. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam 
dalam satu kali seminggu. 
i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali 
dalam sehari. 
k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di 
puskesmas atau poliklinik. 
l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah 
petani dengan luas lahan 500 m, buruh tani, nelayan, 
buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 
pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 
600.000.00 perbulan. 
m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak 
sekolah / tidak tamat SD / tamat SD. 
n. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah 
dijual dengan minimal Rp. 500.000.00 seperti sepeda 






5. Mekanisme Pelaksanaan PKH 





b. Penetapan calon Program Keluarga Harapan (PKH) 
c. Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga 
Harapan (PKH). 
d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 
Harapan (PKH). 
e. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan 
(PKH). 
f. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). 
g. Peningkatan kempuan keluarga. 
h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program 
Keluarga Harapan (PKH). 
i. Pemuktakhiran data keluarga penerima manfaat PKH. 
j. Transformasi kepesertaan PKH. 
6. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 
Mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH) antara lain :
67
 
1. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial Program 
Keluarga Harapan (PKH). 
2. Sosialisasi dan edukasi. 
3. Distribusi kartu keluarga sejahtera. 
4. Proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga 
Harapan (PKH). 
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5. Penarikan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan 
(PKH). 
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial Program 
Keluarga Harapan (PKH). 
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan 
sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 
7. Kelembagaan Program Keluarga Harapan  
     Kelembagaan bantuan Program Keluarga Harapan 
(PKH) antara lain :
68
 
1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan 
Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk tim koordinasi 
nasional Program Keluarga Harapan (PKH). 
2. Tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan 
(PKH) sebagaimana dimaksud pada ayar (1) terdiri atas 
Pejabat Eselon I yang menangani urusan pengentasan 
kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, keluarga, 
distabilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian 
/ lembaga yang terkait. 
3. Tim koordinasi nasional Program Keluarga Harapan 
(PKH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan keputusan menteri. 
4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional Program 
Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana pada ayat (3) diatur 
dalam keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan 
Jaminan Sosial. 
8. Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH 
1. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 huruf c merupakan pencocokan 
data awal calon penerima manfaat PKH dengan bukti dan 
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fakta kondisi terkini sesuai dengan kriteria komponen 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5. 
2. Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 berasal dari penetapan calon peserta 
PKH sebagaimana dalam pasal 34. 
3. Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat 1 
dapat diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon 
penerima manfaat PKH dan atau sumber lain yang dapat 
dipercaya dengan didukung dokumen yang sah. 
4. Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pendamping 
sosial. 
5. Dalam hal pelaksanaan validasi ditemukan data yang tidak 
ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data 
tersebut tidak dapat menjadi calon Keluarga Penerima 
Manfaat (PKH). 
6. Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima 
manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat 
diusulkan oleh pemangku kepentingan tingkat daerah 
kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan 
menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
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9. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH 
1. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 32 huruf d berdasarkan hasil 
validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil 
verifikasi komitmen atau pemuktahiran data. 
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2. Penetapan Keluarga Manfaat PKH sebagaimana dimaksud 




10. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat (PKH)  
1. Pemuktahiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf i 
dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh 
dan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. 
2. Kegiatan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator 
pangkalan data. 
3. Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 dalam melakukan kegiatan pemuktahiran data 
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